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Foreword

Miranda Risang Ayu is a lecturer in law at
Padjadjaran University in Bandung. An accomplished
scholar in a number of legal fields one of her major areas
of interest has been intellectual property. I first met
Miranda when she was selected to spend three months at
the University of Technology Sydney as a participant in
an Intellectual Property course provided by the
Australian and Indonesian Governments rough the
Indonesian Australian Specialised Training Projct
(IASTP) Phase II. During her time in Sydney Miranda
recognised the significance for Indonesia of the emerging
field of Geographical Indications of Origin. Sometime
later the faculty at UTS was delighted when Miranda
returned to us as a Master of Laws (LLM) student holding
an Australian Development Scholarship. On this occasion
she again studied intellectual property and wrote some
original and thoughtful work on a number of topics,
including Geographical Indications for her Research
Project. By this stage Miranda had become a valued and
respected friend and colleague. In 2005 Miranda is once
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again a scholar at UTS writing a PhD thesis on an in
depth study of Geographical Indications of Origin in
Indonesia.

Geographical Indications of Origin is an evolving
area of intellectual property law and practice. The laws
and the policies that underpin  them are in a period of
rapid and of ten complex transition. This is a field of great
significance for both industrialised and developing
countries. Industrialised countries are seeking to use these
legal norms e:md structures to reinforce and extend the
advantages that a history of international trade has
bestowed upon them. Developing countries however
have an opportunity to put in place legal regimes and
commercial policies which will allow them to create new
markets and add value to existing markets for goods
deriving special characteristics from their origin within
the country. Itis also a field of significance for competing
producers within a country who can use the system to
differentiate and identify desirable characteristics of their
local products and prevent outsiders from free riding on
the special reputation of the local product.

Indonesia like other countries in our region has both
the challenge of implementing its international treaty
obligations by providing a comprehensive legal regime
and opportunities to use the system for the advantage of
producers and product markets.

Given the significance of the field, its evolving nature
and the need for to respond to the opportunities the
system makes available there is a need in each country for
informed debate and explanation. Fortunately for
Indonesia Miranda has made herself an expert in this field
with a close understanding of the Indonesian situation
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and the international context. In this timely, useful and
readable book Miranda is making a vital contribution to
the debate in Indonesia.

Miranda is a full time scholar and a well known part
time journalist . In this book she is able to combine her
extensive legal knowledge and expertise with her talent
for clear communication of important topics. UTS is
delighted and Iam delighted that Miranda is using her
expertise,her scholarship and her communication skills to
write this book and make it available in Indonesia to
inform and to enhance the process of development of the
law.

Professor Philip Griffith
Law Faculty

University of Technology, Sydney
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Kata Pengantar

Indikasi Geografis adalah salah satu rezim Hak
Kekayaan Intelektual yang mengatur tentang tanda suatu
produk sehingga tampak jelas bahwa kualitas atau
karakter khusus dari produk itu dipengaruhi secara
esensial oleh tempat asalnya. Tanda ini biasanya terdiri
dari nama asal produk, tetapi dapat juga terdiri dari
simbol atau penamaan yang secara langsung menunjuk
kepada tempat asal produk tersebut. Tempat asal ini
sering kali menjadi jaminan bagi keunikan dan kualitas
produk, sehingga dengan mengindikasikan tempat
asalnya, nilai ekonomis produk tersebut juga meningkat.
Secara teoretis, produk yang potensial untuk dilindungi
rezim Indikasi Geografis dapat berupa produk-produk
pertanian, pangan, dan bahkan barang-barang kerajinan,
selama produk-produk tersebut mengusung nama tempat
asal, dan kualitasnya secara nyata dipengaruhi oleh
karakteristik khas tempat asalnya tersebut.

Meskipun menurut Petjanjian Multilateral tentang
Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual Yang Terkait

xiii
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Dengan Perdagangan·atau Perjanjian TRIPs (the Agree­
ment of Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
atau TR!Ps Agreement ), Indikasi Geografis merupakan
rezim yang sama penting dengan rezim-rezim Hak
Kekayaan Intelektual terkenal lainnya seperti Paten,
Merek atau Hak Cipta, Indikasi Geografis belum begitu
populer, terutama di negara-negara Asia. Di Indonesia,
Indikasi Geografis merupakan aturan sisipan dari Merek,
yang barn dikembangkan belakangan .

Kekurangpopuleran ini tampaknya disebabkan oleh
jumlah produk Indikasi Geografis yang kini telah dapat
dilindungi di berbagai negara yang memang tidak
sebanyak produk-produk yang bisa dipatenkan atau

· mungkin dilindungi melalui rezim Merek atauHakCipta.
Terlebih lagi, ketika tampak bahwa Perjanjian TRIPs
yang kini berlaku, temyata seperti mengkhususkan
perlindungan Indikasi Geografis terkuat hanya bagi
produk minuman anggur dan minuman keras. Timbul
kesan bahwa seakan-akan, Indikasi Geografis memang
hanya penting untuk melindungi kedua jenis produk itu,
yang tipikal merupakan primadona produk negara­
negara Komunitas Eropa saja. Selain itu, memang belum
ada kesepakatan dari berbagai negara anggota TRIPs
mengenai cara paling efektif untuk melindungi potensi­
potensi Indikasi Geografis baik di tingkat nasional
maupun intemasional. Hal inimelonggarkan ketertarikan
banyak negara anggota TR!Ps untuk secara bergegas
memproteksi potensi-potensinya tanpa terlebih dulu
menimbang untung-rugi, kebutuhan riel dalam
negerinya, dan perkembangan perdebatan hangat seputar
cara terbaik untuk melindungi Indikasi Geografis di
forum-forum intemasional yang tengah terns berjalan.
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Padahal, perlindungan rezim Indikasi Geografis ini
memilik.i beberapa aspek khusus yang membuatnya amat
relevan untuk dikembangkan di negara -negara Asia,
khususnya Indonesia. Selain sebagai rezim Hak Kekayaan
Intelektual yang masih paling terbuka terhadap pengaruh
ragam budaya yang berbeda-b eda di seluruh dunia,
Indikasi Geografis juga amat menghargai keterkaitan
historis dari suatu produk dengan tempat asalnya.
Tambahaii. lagi, karakter kepemilikan Indikasi Geografis
bersifat kolektif. Aspek-aspek ini membuat Indikasi
Geografis amat potensial untuk difungsikan sebagai
"perekat" produk kepada daerah asal, sehingga produk
yang dilindunginya dapat tetap memberi keuntungan
ekonomis tertinggi bagi produsen asli dari daerah asal
produk tersebut. Bahkan, di beberapa negara Eropa,
perlindungan Indikasi Geografis ini telah secara nyata
mengangkat kesejahteraan produsen-produsen di dalam
suatu lokalitas tertentu yang letaknya terpencil dan hanya
memiliki altematif mata pencaharian yang amat sedikit.
Aspek-aspek khusus Indikasi Geografis ini sudah tentu
merupakan aspek-aspek perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual yang paling dibutuhkan oleh mayoritas
negara-negara Asia, yang dikenal dengan keragaman
budaya, akar historis produk yang kuat, budaya
kepemilikan kolektif, kepentingan untuk tetap
"menguasai" produk-produk bangsanya sendiri, serta
persoalan kemiskinan yang serius.

Sejak tahun 2001, desakan banyak negara untuk
merevisi isi Perjanjian TRIPs makin mengemuka. Hal ini
diikuti dengan langkah-langkah nyata beberapa negara
Asia untuk mulai membangun sistem perlindungan
Indikasi Geografisnya dengan tidak mengkhususkan
perlindungan Indikasi Geografis terkuat hanya bagi
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minuman anggur dan minuman keras yang dinilai terlalu
bercorak Barat, tetapi juga bagi produk-produk lainnya,
sehingga produk-produk primadona nasional negara­
negara itu juga bisa tercakup dalam perlindungan terkuat
tersebut. Hal ini membuat perlindungan Indikasi
Geografis semakin menarik untuk didiskusikan.

Berkaitan dengan hal-hal menarik yang bersifat
kontemporer tersebut, kehadiran sebuah buku yang
mendis-kusikan aspek-aspek tersebut tampaknya amat
relevan. Buku itu hendaknya dapat mengawali
pendalaman pengertian tentang makna Indikasi
Geografis, mendiskusikan berbagai aspek Indikasi
Geografis, terkait dengan perkembangan perlindungan
lndikasi Geografis di Indonesia, dan ditulis dalam bahasa
Indonesia . Atas dasar relevansi inilah penulis berusaha
menyusun buku ini.

, / Isi buku ini sendiri sesungguhnya merupakan hasil
Vriset penulis selama menempuh jenjang 52 (Maret­

Desember 2002) di Faculty of Law,University of Technologtj
Sydney, Australia, yang telah dilengkapi dengan bahan­
bahan studi literatur tahun pertama jenjang 53 (2004-
2007) di tempat yang sama, atas beasiswa Australian
Development Scholarship -Aus AI D. Penerbitan memang
merupakan salah satu target penting yang harus
ditunaikan oleh seorang kandidat Doctor of Philosophy in
Law (PhD) yang memang diproyeksikan untuk

mengkhususkan pengabdiannya di bidangaktivitas
akademis dan kepenulisan.

Berkaitan dengan penerbitan buku ini, penulis
menghaturkan terima kasih setinggi-tingginya bagi
pembimbing utama penulis Prof. Philip Barrington
Griffith, serta kepada Prof. Dr. Eddy Damian, S.H.,
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selaku guru besar Hak Kekayaan Intelektual di
Universitas Padjadjaran sekaligus Pimpinan Penerbit
P.T.Alumni, Bandung.

Semoga buku ini dapat menjadi setetes ilmu dan
sarana pembelajaran yang berharga, bail< bagi pempaca
maupun bagi penuliss_ ndiri.

• . . ----- <

/

Sydney, Desember 2005/"/ Penulis
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Pendahuluan

1. Apakah IndikasiGogrisit??.
,,,)

pakah Indikasi Geografis (Geographical Indications
atau Gis) itu? Secara mudah,. Indikasi Geografis
diartikan sebagai salah satu jenis atau rezim dari

Hak Kekayaan Intelektual selain Paten, Hak Cipta,
Informasi Rahasia/Rahasia Dagang, dan beberapa jenis
hak kekayaan intelektual lainnya. Indikasi Geografis
merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai
atau dilekatkan pada kemasan suatu produk dan
berfungsi rnenunjukkan asal tempat produk ·tersebut.
Asal tempat itu rnengisyaratkan bahwa kuaHtas produk
.tersebut amat dipengamhi oleh tempat asalnya, sehingga
produk itu bernilai unik di benak masyarakat, khususnya
konsumen, yang tahu bahwa tempat asal itu rnemang
punya kelebihan khusus ·dalam menghasilkan suatu
produk.

Hingga saat ini, pengertian Indikasi Geografis sendiri
sesungguhnya amat bervariasi, baik dari definisi rnaupun

1


